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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Brazil beberapa kali ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Mega-

events pada beberapa tahun belakangan ini, hal itu menjadikan Brazil semakin ingin 

memperluas pengaruhnya melintasi Amerika, Afrika, dan tempat lainnya. 

Komitmen Brazil terhadap perdamaian internasional dan keamanan diakui secara 

luas. Dalam beberapa tahun terakhir negara ini juga menggalang upaya untuk 

mengekang kejahatan terorganisir diluar perbatasan dan mengkonsolidasikan 

keamanan didalam negaranya. Inisiatif ini dihadapi tantangan keamanan dan 

keadilan yang dialami oleh internal masyarakat Brazil itu sendiri, negara ini 

mengalami lebih banyak pembunuhan daripada negara lain di dunia. Bersamaan 

dengan tingkat pembunuhan tinggi, Brazil juga menunjukkan populasi penjara yang 

meledak. Pemerintah telah mencoba mengadopsi kebijakan pencegahan untuk 

mengurangi rasa tidak aman dengan berbagai efek (Muggah, 2016).  

Brazil mencakup hampir separuh wilayah Amerika Selatan dan memiliki 

populasi sekitar 170 juta, dengan konsentrasi tinggi penduduk di perkotaan. 

Perkiraan dari 81,7% masyarakat yang tinggal di perkotaan, terdapat 52 juta anak 

laki-laki dan perempuan dibawah usia 19 tahun, itu diperkirakan hanya di Rio de 

Janeiro dan Sao Paulo saja. Terdapat beberapa juta anak yang hidup dalam 

kemiskinan yang ekstrim, kemelaratan inilah yang mendorong anak-anak ke jalan 

dalam upaya untuk bertahan hidup. Anak-anak tersebut memiliki berbagai 

pekerjaan, ini termasuk menjual rokok, bunga, koran atau permen karet dan 
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pengangkut sampah. Beberapa juga terlibat dalam perdagangan narkoba, pencurian 

kecil-kecilan, perampokan jalanan, dan pelacuran. Anak jalanan adalah sasaran 

geng narkoba, bagi mereka yang tinggal dijalanan siang dan malam menganggap 

bahwa hidup itu kejam dan pendek. Pelacuran, penggunaan narkoba, infeksi, dan 

buta huruf adalah hal biasa. Saat kemiskinan berlanjut, jumlah anak jalanan 

perlahan meningkat, seperti halnya keterlibatan mereka dalam penggunaan 

narkoba, pelacuran, kejahatan, dan perilaku berisiko tinggi (United Nations: Office 

on Drugs and Crime, 2003). 

Brazil merupakan salah satu negara paling kejam di dunia, dengan tingkat 

pembunuhan yang besar seperti di bagian selatan dan Amerika Tengah lainnya. 

Sebagian besar kekerasan dan kriminalitas itu dapat dikaitkan dengan kelompok 

kejahatan terorganisir yang berpartisipasi dalam perdagang narkoba. Perubahan 

signifikan telah terjadi di Brazil dalam pasar obat-obatan pada dekade terakhir, hal 

itu mempengaruhi struktur, profil, dan mode operasi kejahatan kelompok 

terorganisir. Perubahan-perubahan ini mencerminkan evolusi global pasar obat-

obatan dan peningkatan yang signifikan dari konsumsi obat-obatan di Brazil. Hal 

ini dikarenakan perbatasan tanah Brazil dengan negara sumber utama produksi 

kokain yaitu Kolombia, Peru, dan Bolivia. Brazil juga muncul sebagai tempat 

transit istimewa untuk penyelundupan kokain ke Eropa melalui Afrika Tengah dan 

Barat (Miraglia, 2016). 

Rio de Janeiro telah mengalami peningkatan signifikan dalam kondisi 

keamanan selama dekade terakhir. Tingkat pembunuhan di kota misalnya, turun 

dari 32,4% pada tahun 2003 menjadi 18,5% pada tahun 2015. Namun, kondisinya 
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agak memburuk pada tahun 2016, di bagian kota Rio de Janeiro sendiri melaporkan 

peningkatan 13,6% dalam kasus pembunuhan dan 27,3% peningkatan perampokan 

jalanan hanya selama lima bulan pertama pada tahun 2016. Departemen Luar 

Negeri AS menyatakan bahwa sementara kejahatan dapat terjadi di tempat atau 

waktu apapun di Rio de Janeiro pada saat itu, terutama didekat tempat wisata utama, 

wisatawan sangat rentan terhadap pencurian jalanan pada malam hari. Beberapa 

atlet Olimpiade yang berlatih atau berpartisipasi dalam acara-acara uji coba di Rio 

de Janeiro dilaporkan telah dirampok dengan todongan senjata. Beberapa analisis 

mengaitkan peningkatan kejahatan dan kekerasan baru-baru ini di kota Rio de 

Janeiro berdasarkan keputusan pemerintah untuk mengurangi anggaran polisi 

akibat dari kekurangan keuangan. Pemeritah menyatakan situasi keuangan dapat 

menyebabkan kehancuran total keamanan publik dan layanan lainnya (Elaine H, 

2016). 

Perdagangan narkoba yang terstruktur telah menjadi bagian dari “perang 

melawan narkoba” dan memperburuk kekerasan perkotaan. Rio de Janeiro terus 

mengatasi perdagangan narkoba menggunakan metafora perang. Hal ini 

menjadikan polisi banyak dikritik karena kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan 

yang tidak sah dan ditutup-tutupi. Menurut survei yang dilakukan dari 7.2% 

masyarakat diseluruh perkotaan Brazil, polisi di Rio adalah yang paling tidak 

dipercaya karena korupsi. Angka itu merupakan 30% dari korban-korban 

pemerasan secara nasional, upah polisi yang rendah membuat perdagangan narkoba 

menjadi prospek yang menarik. Pada bulan Desember 2012, sekitar 59 polisi militer 

Rio ditangkap karena dugaan korupsi dalam perdagangan narkoba (Rekow, 2016). 
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Justica Global bekerja hampir secara eksklusif untuk mempromosikan hak-

hak politik dan sipil, juga merupakan contoh yang bagus dari sebuah NGOs 

advokasi atau pencari fakta. NGOs atau LSM Hak Asasi Manusia memainkan peran 

penting dalam menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Kekuatan-

kekuatan ini menciptakan harapan bagi banyak orang yang memiliki hak tetapi 

dilanggar, organisasi-organisasi ini mencari kebutuhan masyarakat dan mencoba 

untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini akan mengarah kepada 

analisis bahwa NGOs sangat dipengaruhi oleh negara dan INGOs, meskipun 

demikian banyak NGOs yang bekerja sesuai dengan norma-norma dan menemukan 

solusi kreatif untuk suatu permasalahan, hal ini menjadi sesuatu yang menarik 

untuk dibahas karena organisasi tersebut dapat berperan penting dalam menjaga 

HAM di Brazil (Daun, 2005). 

Justica Global dalam menangani kasus HAM di Brazil mendapatkan 

dukungan dari INGO’s salah satunya adalah Amnesty International, organisasi 

tersebut dalam penelitian bantuannya mengatakan, warisan Olimpiade Rio 2016 

telah hancur dengan sedikitnya delapan orang tewas dalam operasi polisi di kota itu 

selama Olimpiade dan protes damai sangat ditekan. Sejak persiapan venue 

Olimpiade orang-orang yang tinggal di daerah-daerah tersebut juga telah 

melaporkan HAM lainnya seperti invasi rumah, ancaman langsung dan agresi fisik 

dan verbal oleh polisi. Pada tahun 2016, pembunuhan oleh polisi di Rio meningkat 

dari bulan ke bulan saat kota bersiap untuk menyambut dunia. Menurut Institusi 

Keamanan Publik Negara Bagian Rio de Janeiro, polisi di kota itu menewaskan 35 

orang pada April 2016. Para pengunjuk rasa telah ditekan dengan keras oleh polisi, 
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baik didalam maupun diluar arena olahraga. Demonstrasi publik yang berlangsung 

damai di Rio de Janeiro pada 5 dan 12 Agustus disambut dengan kekerasan polisi, 

termasuk penggunaan senjata yang kurang mematikan seperti gas air mata granat 

setrum. Beberapa lainnya dikeluarkan dari arena kompetisi karena memegang 

spanduk atau mengenakan kaus dengan pesan protes. 

1.2. Rumusan Masalah  

Setelah memahami latar belakang masalah, maka tulisan ini akan mengkaji 

lebih dalam untuk menjawab Bagaimana upaya NGOs (Justica Global) dalam 

menangani tingginya tingkat pelanggaran HAM di Rio de Janeiro tahun 2015-

2018? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya NGOs dalam menangani tingkat kriminalitas 

yang tinggi di Brazil. 

1.4. Signifikansi Penelitian  

Penelitian ini akan menganalisis tentang tingginya tingkat pelanggaran 

HAM di Brazil menjelang pagelaran Mega Sporting-Events seperti Olimpiade Rio 

de Janeiro 2016. Seperti yang kita ketahui bahwa Brazil merupakan salah satu 

negara dengan kasus kriminalitas dan pembunuhan terbanyak di dunia. Faktor 

kemiskinan yang membuat sebagian masyarakat di Brazil melakukan tindakan 

terlarang dan berbahaya tersebut. Brazil yang merupakan tempat transit istimewa 
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bagi negara lain dalam pengiriman narkoba, menjadi salah satu faktor tingginya 

tingkat pembunuhan, menjadikan pemerintah Brazil kewalahan, dan 

menjadikannya suatu alasan sebagai penyebab tingginya tingkat pembunuhan di 

wilayahnya tersebut. Terdapat beberapa penelitian mengenai permasalahan 

kejahatan dan pembunuhan di Brazil, akan tetapi belum ada penelitian yang 

membahas tentang bagaimana upaya NGOs dalam menangani kasus pelanggaran 

HAM di Brazil menjelang Mega Sporting-Events seperti Olimpiade Rio de Janeiro 

2016 berlangsung, mengingat akan banyak masyarakat internasional yang 

mengunjungi Brazil. Tingginya tingkat pelanggaran HAM di Brazil akan 

mengancam kenyamanan dan keselamatan masyarakat internasional itu sendiri. 

Maka dari itu penelitian ini menjadi penting karena akan membahas upaya NGOs 

yang di tulisan ini lebih spesifiknya Justica Global dalam menangani tingginya 

tingkat pelanggaran HAM di wilayah Brazil.  

1.5. Cakupan Penelitian  

Fokus dari penelitian ini adalah, upaya Justica Global dalam menangani 

pelanggaran HAM yang terus terjadi sebelum Mega Sporting-Events dan juga 

setelahnya, sekitar tahun 2012-2018. Penelitian ini merupakan kajian hubungan 

internasional yang berfokus kepada studi HAM, melihat akan banyaknya 

pengunjung dari berbagai penjuru negara datang ke Brazil, hal itu dilakukan untuk 

mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak mengenakkan bagi masyarakat 

internasional melihat citra Brazil yang dikenal dengan tingkat kejahatannya yang 

tinggi, terlebih sebagian hal itu banyak kaitannya dengan kejahatan dan 

pembunuhan atau pelanggaran HAM.  



 

7 
 

1.6. Tinjauan Pustaka 

Juliana de Oliveira Carlos (2015) menerangkan dalam tulisannya, kebijakan 

narkoba Brazil terutama pada Undang-undang Narkoba Baru 2006, Undang-

undang tersebut memberikan perubahan penting pada undang-undang narkoba 

sebelumnya, undang-undang ini tidak memberikan kriteria obyektif untuk 

menetapkan apakah pelanggar harus dianggap sebagai pengguna, sebagai pedagang 

tingkat rendah atau pedagang tingkat tinggi dalam kasus kriminal tertentu. Prosedur 

hukum sengaja tidak jelas dan dalam prakteknya, definisi itu ditentukan oleh 

keadaan sekitar. Brazil telah meratifikasi ketiga konvensi narkoba internasional 

yang mewakili negara-negara anggota PBB untuk menguraikan kebijakan dan 

legislasi nasional mereka di bidang pengawasan narkoba. Hasil dari itu semua 

adalah diwajibkannya bagi negara-negara anggota untuk mengadopsi sanksi pidana 

terhadap produksi dan perdagangan obat-obat terlarang (khususnya ketika 

dilakukan secara internasional). 

 Robert Muggah (2016) dalam penelitiannya menuliskan, Brazil menghadapi 

beberapa ancaman signifikan dalam hal keamanan domestik. Kelompok kriminal 

terorganisir merupakan salah satu permasalahan terbesar di Rio de Janeiro dan Sao 

Paulo, kelompok-kelompok itu terlibat dalam perdagangan narkoba transnasional, 

perdagangan senjata, perampokan, pemerasan, dan penculikan. Dalam hal ini Brazil 

secara sadar mengadopsi pendekatan regional untuk mencegah kejahatan 

terorganisir. Brazil secara historis berinvestasi dalam pendekatan multilateral untuk 

mempromosikan keamanan dan keadilan di Amerika Selatan. Sejalan dengan 

insting multilateralnya, Brazil telah meratifikasi sebagian besar instrumen 
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internasional dan regional yang dimaksudkan untuk memerangi kejahatan 

terorganisir dan mempromosikan keamanan dan keadilan. Tetapi dalam hal itu, 

menandatangani dan meratifikasi perjanjian hanyalah langkah pertama, dimana 

implementasi dan kepatuhan merupakan masalah yang lainnya. 

Nathalia (2018) dalam tulisannya menjelaskan bahwa dibentuknya 

Secretaria Nacional de Juventude (Sekretariat Pemuda Nasional), bertujuan 

mengubah paradigma dan pengembangan kebijakan publik untuk pemuda antara 

2003 hingga 2016. Adopsi Undang-undang pemuda dan kebijakan sosial selama 

periode itu memiliki dampak langsung tentang kehidupan ribuan pemuda di Brazil. 

Upaya dalam membuat hubungan antara kebijakan narkoba, kejahatan dan remaja, 

dibentuk juga kelompok kerja mengenai kebijakan narkoba yang ditetapkan oleh 

Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE, atau Dewan Pemuda Nasional, ruang 

untuk partisipasi sosial terkait dengan Sekretariat Pemuda Nasional). CONJUVE 

bertanggung jawab atas seminar yang berjudul “Otonomi, Kewarganegaraan, dan 

Hak Asasi Manusia untuk pemuda: Perlunya diciptakan kembali kebijakan tentang 

narkoba”. Pada kesempatan itu, antropolog Luana Malheiro, sebagai salah satu 

penyelenggara acara dan anggota Rede Latino-Americana e do Caribe de Pesseoas 

que Usam Drogas (LANPUD, atau jaringan orang Amerika yang menggunakan 

narkoba di Amerika Latin dan Karibia) menyatakan bahwa tujuan dari acara ini 

adalah untuk membuat upaya membangun kemungkinan debat dengan berbagai 

aktor pemuda tentang perjuangan perang melawan narkoba. 

 Veronica (2017) menulis dalam penelitiannya, The Police Pacifying Units 

(UPP) merupakan program keamanan publik baru di Brazil. Pada peresmian yang 
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pertama, Presiden dan Gubernur Rio secara terbuka mengatakan bahwa tindakan 

kejahatan terorganisir dianggap sebagai tindakan terorisme. Dengan mengamankan 

masalah ini, mereka mengklarifikasi krisis dalam keamanan publik di Rio sebagai 

suatu ancaman utama. Hal itu difokuskan untuk memastikan keamanan Brazil yang 

akan datang dan untuk keamanan selama Olimpiade. Bahkan ketika diterapkan 

untuk pertama kalinya, UPP tidak semata-mata merupakan kebijakan yang 

ditargetkan sebagai bagian dari persiapan Brazil untuk Piala Dunia ataupun 

Olimpiade. Tujuan utamanya adalah mendapatkan kembali kendali atas kekerasan 

atau kejahatan untuk membangun kekuasaan atas mereka (UPP). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jason Eligh (2019) mengatakan, 

perdagangan narkoba Afrika mulai memperluas batas-batasannya pada tahun 1952. 

Melihat perkembangan itu, tidak lama Afrika runtuh karena peningkatan pesat 

dalam produksi, penggunaan, dan perdagangan lokal, tepatnya di Afrika Selatan 

bersamaan dengan runtuhnya sistem apharteid. Meski demikian, obat-obatan di 

Afrika terus meningkat dan memperluas hubungan mereka dengan kelompok 

kriminal asal Amerika Latin dan Asia. Koneksi Kokain antara Afrika Barat dan 

pemasok Amerika Latin diperluas pada tahun 2000-an. Melihat pertumbuhan itu 

UN Office on Drugs and Crime  (UNODC) mengeluarkan pernyataan yang 

memperingati bahwa perdagangan narkotika yang melewati wilayah rentan atau 

belum pernah terlibat permasalahan narkoba, itu disebut menyesatkan ekonomi 

wilayah tersebut. Direktur eksekutifnya memperingati bahwa ini lebih dari sekedar 

masalah narkoba, melainkan in merupakan ancaman bagi kesehatan dan keamanan 

masyarakat. 
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 Beberapa tulisan yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan penelitian-

penelitian tersebut memiliki pandangan yang hampir mirip yaitu terhadap 

penanggulangan kriminalitas di wilayah Amerika Latin dan sekitarnya, dan tentu 

juga mengenai penanggulangan pembunuhan seperti yang diakibatkan karena 

urusan narkoba. Pembuatan kebijakan atau peningkatan sistem-sistem keamanan 

negara merupakan sebagian alternatif yang digunakan, dengan harapan dapat 

terselesaikan atau paling tidak berkurangnya permasalahan kejahatan dan 

pembunuhan itu sendiri. Dalam skripsi ini penulis akan membahas atau meneliti 

lebih lanjut mengenai upaya NGOs dalam menanggulangi kekerasan yang 

dilakukan oleh pemerintah Brazil, tepatnya menjelang Olimpiade dan acara-acara 

mega. Mengingat penanggulangan kriminalitas dan kejahatan di Brazil sebagai 

salah satu permasalahan Hak Asasi Manusia yang cukup besar.  

1.7. Landasan Konseptual 

 Transnational Advocacy Networks (TANs) 

 Jenis-jenis kelompok yang menjadi ciri jaringan advokasi bukanlah hal 

baru, beberapa sudah ada sejak abad kesembilan belas untuk penghapusan 

perbudakan buruh. Namun, jumlah, ukuran, profesionalisme, kepadatan serta 

kompleksitas hubungan internasional mereka telah tumbuh secara dramatis dalam 

tiga dekade terakhir, sehingga baru-baru ini kita dapat berbicara tentang jaringan 

advokasi transnasional. Jaringan advokasi transnasional paling mungkin muncul 

disekitar isu-isu seperti, saluran kelompok domestik dan pemerintah mereka 

terhambat atau terputus dimana saluran seperti itu tidak efektif untuk 
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menyelesaikan konflik, aktivis atau pengusaha politik percaya jaringan akan 

memajukan misi mereka dan secara aktif mempromosikannya, konferensi 

internasional dan bentuk kontak internasional lainnya menciptakan arena untuk 

membentuk dan memperkuat jaringan (Margaret E. Keck, Transnational Advocacy 

Networks in International and Regional Politics, 1999). 

 Hal ini memperlihatkan penelitian investigatif tentang Transnational 

Advocacy Networks merupakan cara yang tepat untuk menganalisis kapasitas 

mereka untuk aksi politik dan dampaknya terhadap perubahan, juga pada perilaku 

negara mengenai Hak Asasi Manusia. Untuk menganalisis strategi Jaringan 

Advokasi Transnasional, perlu ditekankan bahwa peran politik organisasi-

organisasi ini harus diuraikan, terutama oleh kampanye mereka. Menurut Keck dan 

Sikkink, kampanye adalah “kegiatan yang terkait secara strategi dimana anggota 

jaringan mengembangkan ikatan dan peran yang diakui bersama dalam mencapai 

tujuan bersama”. Kampanye merupakan proses pembangunan topik dalam konteks 

tertentu, dengan tujuan mempromosikan perubahan substantif disuatu daerah, dan 

yang dikembangkan oleh NGOs atau LSM Hak Asasi Manusia sering berfokus pada 

suatu negara dan masalah tertentu, seperti penyiksaan atau hukuman mati (Silva, 

2017). 

 Transnational Advocacy Networks menurut Margareth Keck dan Kathryn 

Sikkink merupakan aktor-aktor skala internasional yang bekerja dalam suatu isu, 

para aktor ini digabungkan berdasarkan nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan 

pertukaran infromasi serta bantuan yang padat. Aktor-aktor ini bekerja sama dalam 

mengangkat isu ataupun norma-norma dan fenomena baru dengan terorganisir. 
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Menurut Keck dan Sikkink konsep Transnational Advocacy Network juga 

mempunyai keunikan tersendiri karena mereka mempromosikan suatu perkara, ide-

ide, norma-norma dengan terorganisir, serta tidak jarang individu pun ikut terlibat 

dalam mengadvokasi perubahan kebijakan. 

 Aktor-aktor yang berada dalam konsep Transnational Advocacy Networks 

tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti milier atau ekonomi, jaringan tersebut 

menjadi semakin penting karena dari cara mereka dalam melakukan advokasi 

memiliki keunikan. Mereka membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu-

isu seperti lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia ataupun sebagainya. Ketika 

proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional 

seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk ke dalam 

arena tersebut dengan membawa suara dan kepentingan masyarakat yang tidak 

memiliki akses ke dalam arena. Artinya, Jaringan Advokasi Transnasional 

mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut mendapat perhatian dan didengar. 

Konsep Transnational Advocacy Networks  memiliki tujuh aktor utama 

yang mampu memberikan kontribusi yaitu, NGOs yang berskala nasional ataupun 

internasional, local social movements, yayasan, media, organisasi keagamaan, 

pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan 

intergovernmental, serta badan eksekutif parlemen dari suatu pemerintah. Semua 

aktor belum tentu dibutuhkan dalam membentuk sebuah Jaringan Advokasi 

Transnasional, hanya berdasarkan beberapa aktor saja jaringan sudah dapat 

terbentuk dan berjalan. Pemerintah, pelaku aktivitas dan local social movements 

adalah aktor dengan peran paling besar menurut konsep TANs ini. 
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 Jaringan transnasional mencari pengaruh dalam banyak cara yang sama 

seperti yang dilakukan oleh kelompok politik atau gerakan sosial lainnya, tetapi 

karena mereka tidak kuat dalam pengertian tradisional, mereka harus menggunakan 

kekuatan informasi, ide dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks 

nilai dimana negara membuat kebijakan. Meskipun banyak dari apa yang dilakukan 

jaringan dapat dianggap persuasi, istilah ini kurang tepat untuk digunakan secara 

teoritis, pengembangan tipologi telah dilakukan dan lebih bernuansa tentang jenis 

taktik yang digunakan jaringan, yaitu: 

a. Information Politics, yaitu kemampuan untuk memindahkan dan 

mengembangkan informasi yang dapat digunakan secara politis dengan 

cepat dan tepat ke arah yang akan memiliki pengaruh paling besar. 

b. Symbolic Politics, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, 

tindakan atau cerita yang masuk akal dan mewakili suatu isu yang akan 

dibawa kepada masyarakat luas. 

c. Leverage Politics, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan aktor-aktor 

yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi situasi dimana anggota 

jaringan yang lebih lemah tidak mungkin memiliki pengaruh, sehingga 

mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan 

tersebut. 

d. Accountability Politics, yaitu upaya untuk mewajibkan aktor yang lebih 

kuat untuk menjaga, mengawasi atau bertindak berdasarkan kebijakan-

kebijakan atau prinsip yang telah sesuai dengan tujuan mereka. 
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Transnational Advocacy Networks merupakan penghubung antara aktivis di 

negara maju dengan negara berkembang ataupun dari negara lainnya, hubungan 

semacam ini biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku negara. Ketika 

hubungan antara aktor negara dan domestik terputus, NGOs domestik dapat secara 

langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba menekan negara mereka dari 

luar. Strategi ini disebut dengan ”Boomerang Pattern”, hal ini merupakan pengaruh 

dari jaringan transnasional dimana target dari kegiatan mereka ini adalah mengubah 

perilaku negara. Kampanye atau mempromosikan Hak Asasi Manusia adalah hal 

yang paling umum dalam pola ini, sama halnya dengan kampanye hak-hak adat dan 

kampanye lingkungan yang mendukung tuntutan masyarakat lokal untuk 

berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan yang akan mempengaruhi 

mereka. Pemerintah biasanya tidak responsif terhadap kelompok-kelompok 

domestik, maka kontak internasional dilakukan agar dapat memperkuat tuntutan 

kelompok domestik, membuka ruang terbuka untuk isu-isu baru, dan kemudian 

menyuarakan atau menggemakan tuntutan-tuntutan ini kembali ke arena domestik. 

Suatu kasus yang menggunakan strategi ini biasanya secara politis dapat dikatakan 

sensitif dan dikenakan tuduhan campur tangan asing dalam urusan domestik 

(Margaret E. Keck, 1998).  

Konsep ini digunakan untuk menganalisis permasalahan Hak Asasi 

Manusia di Brazil tepatnya Rio de Janeiro, beberapa gambaran tentang penerapan 

konsep ini adalah penyajian laporan tentang Hak Asasi Manusia untuk mengecam 

pelanggar Hak Asasi Manusia dan bekerja sama dengan pengacara untuk mengirim 

informasi ke pengadilan internasional, dan melalui pengadilan mereka akan 
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mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan publik. Mereka juga bekerja 

sama dengan para pembela Hak Asasi Manusia, selain mempromosikan Hak Asasi 

Manusia melalui mekanisme internasional, mereka menghasilkan laporan tentang 

situasi Hak Asasi Manusia di wilayahnya. Contohnya seperti, Justica Global 

mengambil bagian dari jaringan internasional dan lembaga lain yang bekerja 

dengan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional, Justica Global dianggap 

memiliki kredibilitas yang kuat, dan media Brazil memberi mereka banyak paparan. 

Sebagian besar pekerjaan mereka adalah penelitian dan mereka memiliki peneliti 

yang akan melakukan penelitian lapangan untuk laporan mereka. Fokus mereka 

adalah kekerasan dan pembela Hak Asasi Manusia, tetapi mereka juga mengambil 

kasus lain apabila diperlukan. Staf mereka adalah pengacara atau sosiolog, mereka 

juga menawarkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dalam bentuk pelatihan 

pengacara dalam hukum dan mekanisme Hak Asasi Manusia internasional, juga 

bagaimana menggunakan media secara efektif dalam advokasi Hak Asasi Manusia 

(Daun, 2005). 

Tujuan organisasi dalam konsep ini adalah: 

- Untuk melatih organisasi Hak Asasi Manusia Brazil dapat 

memanfaatkan mekanisme internasional dalam melindungi Hak Asasi 

Manusia. 

- Untuk mendokumentasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk 

di bidang konflik dan menghadirkan kecaman melalui komunikasi 

dengan organisasi Hak Asasi Manusia internasional lainnya. 
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- Untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum Hak Asasi Manusia 

internasional. 

- Untuk memberi saran kepada NGOs Brazil bagaimana mengakses 

media nasional dan internasional.  

- Untuk memperkuat jaringan internasional Hak Asasi Manusia dalam 

membantu organisasi Brazil. 

- Untuk menjamin dan mewakili para korban dalam kasus-kasus 

pelanggaran Hak Asasi Manusia individu di lingkup internasional 

(Daun, 2005).   

 

Gambar 1.7.1 Penggambaran Konsep TAN melalui Boomerang 

Pattern. 

Justica Global adalah NGOs Hak Asasi Manusia yang bekerja dengan 

perlindungan dan promosi Hak Asasi Manusia, juga penguatan masyarakat sipil dan 
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demokratis. Dalam hal ini, tindakan Justica Global bertujuan untuk mengecam 

pelanggaran HAM, fokus pada proses perumusan kebijakan publik berdasarkan 

hak-hak dasar, mempromosikan penguatan lembaga-lembaga demokratis, dan 

menuntut jaminan hak bagi para korban pelanggaran HAM. Justica Global 

melakukan pekerjaan penelitian dan dokumentasi pelanggaran HAM yang ketat dan 

sistematis, publikasi laporan dan penggunaan mekanisme HAM internasional 

dikombinasikan dengan komunikasi yang kuat dan strategi pers.  

Justica Global memeliki strategi yang salah satunya adalah advokasi, 

dimana itu merupakan artikulasi politik, partisipasi dalam jaringan dan pemantauan 

kebijakan publik tentang Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah, produksi laporan 

tematik atau regional, pengumpulan informasi yang sistematis, tindak lanjut dari 

kasus-kasus yang patut dicontoh, pelaksanaan misi lapangan dan penelitian 

lapangan secara intensif, wawancara langsung dengan para korban dan pencarian 

prioritas sumber-sumber primer. Justica Global memiliki dukungan atau 

bekerjasama dengan INGOs, salah satunya yaitu Ford Foundation yang akan 

menjadikannya lebih kuat dan memiliki pengaruh (Justica Global, 2020). 

1.8.Metode Penelitian  

Metode Penelitian merupakan cara untuk menyelesaikan masalah penelitian 

secara sistematis, hal ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

penelitian dilakukan secara ilmiah, kita dapat mempelajari langkah yang umumnya 

diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitiannya bersama 

dengan logika dibelakangnya, peneliti perlu mengetahui metode atau teknik, mana 
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yang relevan dan mana yang tidak, juga apa yang mereka maksud dan tunjukkan. 

Peneliti perlu memahami asumsi yang mendasari berbagai teknik dan mereka perlu 

mengetahui kriteria yang dengan itu mereka dapat memutuskan bahwa teknik dan 

prosedur tertentu akan berlaku untuk masalah tertentu (Khotari, 2004). 

Berkaitan dengan pemahaman metode penelitian yang dibahas sebelumnya, 

dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas, agar 

hasil dari penelitian dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu 

disini penulis akan menjabarkan tentang metode apa yang digunakan untuk 

menyusun penelitian sehingga dapat disimpulkan nantinya, dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai media untuk 

menguraikan data yang akan diambil. Penulis melakukan penelitian yang sebagian 

besar menggunakan buku, jurnal, dan media online untuk mengumpulkan data. 

Penelitian sangat diperlukan untuk menemukan fakta-fakta baru dalam 

suatu permasalahan, menurut beberapa peneliti seperti Easterby-Smith, Thrope dan 

Jackson, terdapat empat fitur utama dalam penelitian. Pertama, Ontology yang 

merupakan bagaimana peneliti melihat dan berasumsi tentang permasalahan yang 

akan diteliti. Kedua, Epistimology yang merupakan cara peneliti dalam menyelidiki 

suatu permasalahan yang terjadi. Ketiga, Metodologi yaitu cara peneliti 

menggabungkan teknik penelitian untuk membuat keserasian gambaran suatu 

permasalahan. Keempat, Metode dan Teknik yang merupakan cara peneliti untuk 

mengumpulkan data dan penyelidikan masalah. Seperti yang telah ditulis 

sebelumnya bahwa penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana 

paradigma utama penelitian kualitatif adalah paradigma positivis, interpretivis, dan 
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kritis. Hal itu digunakan untuk mengeksplorasi perilaku, perspektif, pengalaman 

orang, dan apa yang menjadi inti kehidupan mereka (Mohajan, 2018). 

 1.8.1  Metode Studi Pustaka 

 Metode ini merupakan salah satu jenis dari bagian penelitian, yaitu 

penelitian kepustakaan (library research), disebut penelitian kepustakaan karena 

data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian 

tersebut berasal baik dari berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, 

majalah dan lain sebagainya. Seorang peneliti harus selektif dalam mencari sumber 

bacaan, sebab tidak semua dapat dijadikan sebagai sumber data. Sumadi Suryabrata 

paling tidak terdapat dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber 

bacaan yaitu, prinsip kemutakhiran (recency), dan prinsip relevansi (relevance). 

Terkecuali untuk penelitian historis, perlu dihindarkan sumber bacaan yang sudah 

lama, karena sumber yang sudah lama mungkin memuat teori-teori atau konsep-

konsep yang sudah tidak berlaku lagi, karena kebenarannya telah dibantah oleh 

teori yang lebih baru (Harahap, 2014). 

1.8.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu metode penelitian yang 

mengharuskan penulis mencari data melalui naskah-naskah kearsipan seperti dalam 

bentuk barang cetakan atau rekaman, gambar atau foto, blueprint, dan lain-lain. 

Berdasarkan data tersebut, maka penulis akan dapat memecahkan suatu 

permasalahan dalam penelitiannya sekaligus dapat membuktikan hipotesis 

penelitiannya. 
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Skripsi ini menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa data-

data resmi Pemerintahan dan NGOs tentang tingkat kriminalitas dan pembunuhan 

yang tinggi di Brazil berdasarkan tahun penelititannya. Video dan gambar juga 

dilibatkan untuk menjadi sumber data dan referensi dalam pengambilan data, tentu 

hal itu berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya. 

 1.8.3  Metode Analisis Data 

 Penelitian ini bersifat kualitatif  yang berarti terdapat analisa mengenai isu 

yang dibahas secara deskriptif. Maka dari itu, diperlukan beberapa langkah untuk 

menyelesaikan proses penelitian. Pertama, yaitu pengumpulan data-data tentang 

tingginya tingkat pelanggaran HAM di Brazil, data ini diperoleh melalui dua tipe 

metode, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Dalam studi pustaka, data yang 

diperoleh atau digunakan itu merupakan data sekunder yang didapatkan melalui 

perantara seperti buku, jurnal, website, maupun berita. Dalam hal ini metode 

dokumentasi juga bersifat sekunder, artinya penulis atau peneliti mendapatkan 

referensi dari beberapa data terkait tingkat pelanggaran HAM yang tinggi di Brazil 

juga mengenai beberapa penyebabnya. Dalam proses pengambilan data ini, penulis 

akan mengkaji sumber referensi dan akan mengambil secara garis besar apa yang 

akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Kedua, penulis akan menuliskan 

upaya yang dilakukan NGOs dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran 

HAM di Brazil juga respon Pemerintah terhadap kasus tersebut. Ketiga, penulis 

akan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan NGOs di Brazil dalam 

penyelesaian masalah tersebut dan juga respon Pemerintah dalam menangani kasus 
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tersebut. Keempat, penulis akan mendapatkan hasil atau kesimpulan dari penelitian 

ataupun skripsi ini. 
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BAB II 

PELANGGARAN HAM PEMERINTAH BRAZIL DALAM 

MEMBERANTAS KEMISKINAN DI RIO DE JANEIRO 

 

2.1. Pemerintah Brazil dalam Menyikapi Kemiskinan di Rio de Janeiro  

 Brazil merupakan negara terbesar dan dapat dikatakan paling berpengaruh 

di Amerika Selatan, hal ini menjadikan Brazil sebagai negara dengan populasi 

terbanyak ke-5 di dunia, mencapai 176 juta penduduk. Rio de Janeiro adalah satu 

dari kota-kota di Brazil yang akan dibahas, Rio de Janeiro merupakan salah satu 

kawasan dengan tingkat ketimpangan masyarakatnya sangat mencolok. Rio de 

Janeiro adalah kota terbesar kedua dalam populasinya, dan memiliki sekitar 

5.550.000 penduduk (Lydia Richardson, 2005). Orang-orang Afro-Brazil banyak 

pindah ke perkotaan untuk keluar dari kemiskinan dan menetap di pemukiman 

informal yang dikenal sebagai favela, akibat dari urbanisasi yang cepat ditambah 

dengan penurunan ekonomi secara umum, Rio de Janeiro tumbuh dengan cepat dan 

hampir setengah dari populasi berada di tingkat ekonomi yang rendah. Hal itu 

memperburuk ketidaksetaraan kekayaan yang ada dan menjadikan Rio de Janeiro 

sebagai kota  dengan jumlah penduduk miskin terbesar (Fiori, 2000).  

 Hal yang paling mencolok dari ketimpangan pendapatan di Brazil adalah, 

sosial ekonomi yang besar perbedaannya antara kelompok populasi berdasarkan 

warna kulit. Pendapatan rata-rata per-kapita orang Afro-Brazil hanya setengah dari 

orang kulit putih, sekitar 33% orang Afro-Brazil tinggal di dalam kehidupan yang 

miskin dan pendapatannya tidak lebih dari 50% pendapatan rata-rata negara. 

Beberapa kemungkinan penjelasan untuk tingkat kemiskinan yang berbeda antara 
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kelompok ras, orang kulit berwarna jelas terwakili dalam kelompok-kelompok 

dengan resiko lebih tinggi berada dibawah garis kemiskinan. Memang jika  

dibandingkan dengan kulit putih, orang dengan kulit berwarna lebih sering keluar 

dari sistem pendidikan lebih awal dan lebih sering bekerja di pekerjaan dengan gaji 

rendah (Gradin, 2007).  

 Brazil juga merupakan negara dengan tingkat kejahatan dan kekeran yang 

tinggi, negara itu masuk ke dalam daftar negara dengan kasus pembunuhan 

terbanyak. Para peneliti di Brazil sering menggunakan tingkat pembunuhan sebagai 

barometer kejahatan serius dan kekerasan, pembunuhan umumnya dianggap 

sebagai kejahatan paling serius. Antara tahun 1980 dan 2002, tingkat pembunuhan 

di Brazil meningkat lebih dari dua kali lipat, pembunuhan-pembunuhan di negara 

tersebut terfokus kepadal kalangan pria muda. Tidak ada hubungan yang jelas 

antara tingkat pendapatan dan pembunuhan di kawasan negara bagian, tetapi 

dilingkungan kawasan dengan penduduk yang pendapatan rumah tangganya 

rendah, ditandai dengan tingkat pembunuhan yang tinggi. Kejahatan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Brazil, diperkirakan biaya 

kejahatan dalam kota dan negara bagian di Brazil berkisar antara 3 hingga 5 persen 

dari PDB per tahun (World Bank, 2006). 

Konstitusi UPP sebagai kebijakan publik adalah bagian dari upaya 

pemerintah untuk mempersiapkan kota yang akan menjadi tuan rumah mega-acara. 

Oleh karena itu, untuk menjamin kota agar aman dalam setiap bidangnya seperti 

masyarakat dan wilayahnya, UPP beberapa kali mengumumkan strategi yang 

disebut sebagai wilayah “yang dikuasai” dengan tujuan untuk membentuk atau 
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mengantisipasi peristiwa di sekitar acara-mega tersebut (Araujo, 2012). Pada tahun 

awal-awal implementasi UPP, hasilnya dipandang sebagai jalan keluar dari masalah 

kekerasan perkotaan, dengan Roussef berjanji untuk memperluas bentuk 

perpolisisan komunitas ke semua wilayah negara dalam kampanye 

kepresidenannya. Namun, kebijakan tersebut runtuh setelah Piala Dunia, dengan 

beberapa laporan menyoroti kematian di lokasi dan penyalahgunaan oleh polisi. 

 Piala Dunia di Brazil mengikuti pola yang dilakukan negara-negara lain 

dalam menyelenggarakan mega-acara, seperti pengusiran masyarakat-masyarakat 

miskin di kota “penduduk favela” misalnya. Penduduk favela dekat stadion 

Maracan Rio berulang kali akan digusur ”sebelum pemerintah mengecat rumah-

rumah penduduk yang akan dihancurkan tanpa peringatan sebelumnya”. Warga 

diberitahu bahwa mereka akan dipindahkan ke pemukiman di Cosmos, dipinggiran 

Rio de Janeiro tanpa tawaran kompensasi. Laporan yang sama dari 2012 dicatat 

bahwa dalam persiapan untuk Piala Dunia dan Olimpiade, pemerintah melakukan 

pengusiran paksa terhadap komunitas dan masyarakat yang hidup dalam 

kemiskinan (Terrance Carroll, 2012).  

 Kemiskinan di Brazil dianggap sebagai sesuatu yang tidak diragukan lagi 

oleh beberapa penulis, mereka biasanya dikaitkan dengan perampasan waktu, 

perampasan sumber daya moneter seperti sanitasi, pendidikan dan kesehatan (Lilian 

Lopes Ribeiro, 2015). Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan secara 

permanen, bagaimanapun adalah usaha jangka menengah dan panjang. Hal ini 

membutuhkan perubahan penentu struktural produktivitas tenaga kerja secara 

konsisten selama dua hingga tiga dekade. Sementara itu, ekonomi perlu tumbuh 
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dengan mantap agar menghasilkan lapangan kerja dan peluang bagi tenaga kerja 

yang lebih berkualitas. Perubahan ini harus dicapai dalam ekonomi makro yang 

stabil karena ketidakseimbangan ekonomi utama dapat dengan cepat menyapu 

pendapatan riil keuntungan (Herran, 2015). 

 Menjadi tuan rumah acara besar sering kali atau bahkan selalu menjadi 

proyek elit mega politik untuk membentengi negara dan merekayasa transformasi 

masyarakat (Cornelissen, 2011). Dengan demikian, acara-acara besar secara retoris 

melegitimasi pemindahan paksa sejumlah komunitas miskin tanpa kompensasi 

yang adil atau relokasi yang layak (Araujo de Assumpcao, 2012 ). Lebih dari 

170.000 keluarga di Brazil telah dilanggar hak kepemilikan rumahnya menjelang 

Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016. Penggusuran paksa yang dilakukan 

berlawanan dengan hukum hak asasi manusia baik di Brazil maupun internasional, 

hal itu termasuk bagian dari rencana pembangunan stadion baru, infrastruktur 

transportasi dan untuk menjamin keamanan acara tersebut. Penggusuran yang 

dilakukan dalam rangka mempersiapkan acara besar biasanya berlanjut setelahnya, 

hal ini dilakukan untuk menyusun kembali lanskap perkotaan (Davis, 2011). 

Di balik mewahnya penyelanggaraan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 

terdapat penggusuran yang menyebabkan 4.120 keluarga kehilangan tempat 

tinggal. Kondisi tersebut membuat ribuan anak terancam terlantar, tidak dapat 

mengakses pendidikan, serta kehilangan jaminan kesehatan. Koalisi politik 

ditambah kepentingan perusahaan mempercepat penggusuran. Kepentingan itu 

akan diubah menjadi hal yang menguntungkan untuk pengembangan perumahan 

kelas menengah dan atas (Watts, 2015).  
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Penggusuran ini dilakukan berdasarkan kebijakan relokasi penduduk 

termiskin, pemerintah berencana menjadikan wilayah kumuh menjadi real estate 

dan peluang bisnis. Akan tetapi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah 

menggunakan tindakan kekerasan. Situasi masyarakat yang terancam, menghadapi 

ketidakpastian, kurangnya informasi, dan terorisme psikologis yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai strategi untuk memungkinkan pemindahan (Michel, 2012).  

Proyek pembangunan Rio Olympics Park diprakasai oleh Carlos Carvalho 

yang memiliki tanah seluas 64 juta meter persegi di Kota Barra. Carlos bekerja sama 

dengan walikota Barra, Eduardo Paes dalam membangun kompleks elit. 

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Rio dan real estate developer yakni 

terdapat ribuan rumah warga yang berada disekitar area proyek. Pembangunan 

kawasan elit dilakukan untuk menarik investasi di Rio sebagai kota diadakannya 

Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016 (Mantelli, 2015, p. 112). Penggusuran 

dilakukan tanpa pemberitahuan terdahulu, kurangnya informasi yang resmi 

menyebabkan bentrokan antar polisi dan warga lokal (Vox, 2016). 

Pengamanan favela juga merupakan bagian dari warisan peristiwa besar. 

Dalam praktiknya, hal itu bertujuan tidak hanya untuk mengurangi kekerasan 

perkotaan tetapi juga untuk memungkinkan negara menerapkan tatanan sosial dan 

perubahan infrastruktur. Namun, bertentangan dengan klaim resmi, setelah UPP 

didirikan di favela, perbaikan sosial malah justru diabaikan dari prioritas utama 

(Goncalves Soares, 2006). Pasifikasi yang dilakukan sebetulnya lebih mengarah 

kepada strategi untuk mencapai kecantikan favela dari pemandangan pada saat 
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mega-acara, tetapi tidak untuk mewujudkan perbaikan yang berarti dalam 

kesejahteraan sosial (Vieira da Cunha, 2012). 

 Rio de Janeiro terus mengatasi masalah perdagangan narkoba di favelas 

menggunakan metafora perang, melalui konfrontasi militer yang agresif dan 

menghasilkan kesadaran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi sipil dan 

pemerintah dalam kemampuan mereka untuk mengelola atau mengurangi kejahatan 

dan kekerasan (Marcelo B, 2011). Tidak hanya pertempuran antara polisi dengan 

geng narkoba, ledakan milisi keamanan dan mantan pasukan keamanan juga 

mengendalikan wilayah favela dengan cara yang sama yaitu dengan kekerasan 

(Folha de Sao Paulo, 2014). Polisi juga telah banyak dikritik karena kekerasan, 

penyiksaan, pembunuhan yang tidak sah dan ditutup-tutupi. Beberapa diantaranya 

bahkan diturunkan jabatannya sebagai komandan UPP karena keterlibatan mereka 

dalam skandal korupsi (O Dia, 2011).    

 Campur tangan militer belum membuat perbaikan yang signifikan terhadap 

bentrokan bersenjata yang sering mewabah di Rio de Janeiro, tujuan sebenarnya 

adalah lebih kepada melemahkan koneksi antara kebijakan keamanan dan tata 

kelola daerah yang terpinggirkan. Negara meninggalkan strategi sebelumnya dan 

membangun ketertiban di favela berdasarkan kebijakan publik, layanan negara dan 

pengembangan sosial ekonomi. Tujuan utama politik lokal ini adalah sebagai 

pendorong keberhasilan awal strategi pengamanan yang telah menggunakan 

angkatan bersenjata, sebagai suatu instrumen dari tujuan stabilitas yang lebih luas 

dan dasarnya bersifat politis (Ramos, 2016).  
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2.2. Pacifications Police Units (UPP) dalam Mengatasi Kemiskinan di Rio de 

Janeiro 

 Program UPP telah menempuh jalan panjang dalam mencapai tujuannya 

meningkatkan keamanan di favela. Khususnya, jumlah kejahatan mematikan yang 

terdaftar. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi dari program UPP 

dilaksanakan, baku tembak telah berakhir. Namun, masyarakat mengkonfirmasi 

bahwa kriminalitas masih tetap saja terjadi. Warga merasakan ketakutan bahwa 

para penjahat bersenjata akan mengambil kendali di masa yang akan datang, 

melihat hubungan antara polisi dan penduduk di favela masih ditandai dengan 

ketidakpercayaan (Koonings K, 2012). Pemerintah telah melanggar terlalu banyak 

janji di masa lalu sehingga warga mempertanyakan durasi program UPP, karena 

ditakutkan kembalinya penjahat bersenjata. Masyarakat banyak berpendapat bahwa 

UPP adalah kebijakan sementara yang dimaksudkan untuk mengekang kekerasan 

sebelum mega-acara, dan akan segera memudar setelahnya. Warga-warga favela 

juga takut bahwa dukungan politik untuk program UPP menurun setelah adanya 

pemilu (Cano, 2012). 

 Pola pertanggungjawaban yang salah tempat menandai bahwa pengamanan 

yang dilakukan tidak membahas ketidakamanan dan kerentanan warga yang 

membutuhkan, hal ini mendukung argumen tentang negara yang tidak menghormati 

hak-hak sipil, khususnya mereka masyarakat miskin yang sudah mendarah daging 

akibat dari sitem peradilan (Caldeira, 2002). Dibandingkan dengan program yang 

diprakarsai selama dekade terakhir, invasi keras militer Rio dan kegagalan 

pemolisian masyarakat membutuhkan lebih banyak sikap progresif dan 
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berkelanjutan pada informalitas perkotaan dan kekerasan. Program ini 

menunjukkan ketidakkonsistenan, karena kekerasan performatif oleh petugas polisi 

terus berlanjut (Wacquant, 2008). Kurangnya komitmen dari petugas UPP 

mengakibatkan keraguan tentang perubahan mendasar dalam asumsi tanggung 

jawab negara untuk memberikan keamanan dan pengembangan kepada penduduk 

favela (Freeman, 2012). 

 Pembunuhan yang disengaja mulai marak kembali di Rio pada tahun 2017, 

dan beberapa petugas UPP telah dituduh melakukan pelanggaran HAM. Hal ini 

merupakan konfrontasi terpanjang dan paling keras antara kelompok penjahat 

dengan polisi sejak sebelum dimulainya operasi UPP. Peperangan itu sampai 

mengharuskan pemerintah menurunkan banyak prajurit dan beberapa pasukan 

khusus untuk membantu UPP di favela-favela (Benites, 2017). Peperangan itu 

mengakibatkan pejabat pemerintah di tingkat negara bagian, masyarakat sipil dan 

akademisi, tidak lagi menganggap pengamanan sebagai elemen yang relevan saat 

ini. Meskipun program ini masih ada, penekanan kebijakan diantara perwakilan 

pemerintah telah secara tegas menjauh dari peningkatan tata pemerintahan dan 

layanan di favela. Pemerintah menekan dan meminta kebijakan tentang perlunya 

untuk meningkatkan koordinasi antara pasukan polisi, pemulihan keuangan negara 

bagian Rio, dan perlunya meningkatkan pelatihan dan peralatan kepolisian (Soares 

R. , 2017). 

 Banyak anggota polisi dan terutama mereka yang masuk sebagai milisi, 

telah dikaitkan tidak hanya dengan pemerasan, tetapi juga dengan pembunuhan. 

16% merupakan presentase dari pembunuhan oleh polisi yang bertugas, hal itu  
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terdaftar sejak pengamanan mulai terjadi di tangan polisi (Amnesty International, 

2015). Polisi di Rio adalah polisi yang paling tidak di percaya dan para polisi yang 

korupsi, 7,2% dari 8.500 lebih orang yang disurvei di seluruh bagian Rio 

mengklaim bahwa mereka telah diperas oleh polisi. Angka ini merupakan 30% dari 

semua korban pemerasan secara nasional (Questionario Senansp, 2013). Moral 

polisi yang dianggap rendah ditambah dengan upah yang kecil, menciptakan 

keluhan tentang pelecehan dan praktik korupsi di kepolisian UPP meningkat, dan 

mengakibatkan sekitar 59 polisi militer di Rio ditangkap karena menjalankan 

kerjasama dengan geng narkoba pada Desember 2012 (Soares R. , 2012). 

 Pengamanan secara teoritis yang dilakukan UPP bertujuan untuk 

membangun tatanan sosial bersama dengan hukum yang ada di favela. Pengamanan 

di Rio de Janeiro didasarkan pada kampanya militer yang bertujuan untuk penataan 

sosial melalui proyek-proyek urbanisasi yang berhubungan dengan mega-acara 

(Neocleous, 2013). Penambahan dalam bahasa “perang melawan narkoba”, 

“keamanan publik”, “integrasi”, dan “pembangunan ekonomi” disampaikan 

melalui kampanye media yang meyakinkan bahwa itu sebagai strategi untuk 

meningkatkan kesejahteraan favela. Tetapi pada kenyataannya hal itu hanya 

berfokus kepada pengamanan dukungan publik untuk tindakan militer yang 

memperkuat ekspansi ekonomi (Veloso, 2010).  

2.2.1. Kekerasan yang Dilakukan Pacification Police Units (UPP) 

Pacification Police Units (UPP) merupakan salah satu program keamanan 

publik yang bertujuan untuk mempertahankan kontrol negara terhadap masyarakat 
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pemberontak, para pelaku kriminal, singkatnya adalah program untuk 

mengendalikan dan meningkatkan stabilitas favela. Favela di negara bagian Rio de 

Janeiro dan sekitarnya selama bertahun-tahun menjadi fokus utama sebagai alasan 

dibentuknya UPP, alasan lain karena tingkat kriminalitas yang tinggi akibat dari 

perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir di wilayah tersebut. UPP dibentuk 

pada tahun 2008 sebagai pemecah masalah dari kegagalan program sebelumnya 

(Claudio Frischtak, 2012). 

Program UPP merupakan program yang berdasarkan keamanan publik, 

UPP adalah polisi penenang dalam setiap hal yang melibatkan mereka. Hal ini 

mendefinisikan dan mempromosikan kemitraan atau kedekatan antara masyarakat 

dan polisi, dengan tujuan meningkatkan keamanan publik dan mampu melakukan 

intervensi dalam masyarakat, termasuk dengan kapan diperlukannya kekuatan 

polisi tersebut. Hal ini secara tidak langsung dilakukan untuk mengubah pandangan 

terhadap polisi yang kejam, memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melapor 

menjadikan masyarakat merasa program tersebut memiliki pengaruh dalam 

kehidupan (Alane C Pfeifer, 2013). 

Pacification Police Units (UPP) merupakan inisiatif kebijakan keamanan 

publik terbaru di kota Rio de Janeiro, tujuan mereka adalah untuk memerangi 

perdagangan narkoba dan kontrol bersenjata atas wilayah-wilayah tertentu kota dari 

gerombolan penjahat. UPP pertama didirikan pada 2008 dan semakin berkembang, 

UPP menggunakan perwira Polisi Militer yang memenuhi syarat, yang secara 

khusus direkrut untuk bekerja di unit-unit tersebut dan menjalani pelatihan khusus. 

Saat ini terdapat 9.000 petugas Polisi Militer di UPP, yang merupakan 18% dari 
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total personil Polisi Militer di negara bagian Rio de Janeiro. Area yang dicakup oleh 

UPP adalah 196 komunitas, dengan sekitar 600.000 penduduk (Vandenberg, 2015).  

Penempatan unit-unit ini telah dikontribusikan untuk mengurangi tingkat 

kejahatan tertentu di daerah-daerah tertentu di kota, seperti jumlah pembunuhan, 

termasuk pembunuhan yang disebabkan oleh intervensi polisi dan jumlah polisi 

yang tewas dalam menjalankan tugas, dan ada sekitar 20 kematian sebagai akibat 

dari intervensi polisi di daerah-daerah UPP pada tahun 2014. Terlepas dari 

kemajuan itu, masih ada banyak pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh 

petugas Polisi Militer dari unit-unit tersebut, termasuk penggunaan kekuatan yang 

tidak perlu dan berlebihan serta eksekusi diluar proses hukum (Amnesty 

International, 2015). 

Unit Polisi Penenang atau UPP mencul sebagai strategi implementasi 

kebijakan publik untuk menenangkan favela, anggota UPP terdiri dari Polisi Militer 

yang sengaja dibentuk dan melewati pelatihan khusus. Harapan dari pembentukan 

UPP ini adalah terputusnya sejarah kejahatan dari perusahaan-perusahaan besar, 

kekuatan militer ini ditandai agar menjadi kekuatan penduduk permanen dan 

memiliki hubungan dengan komunitas-komunitas sekitar. Mereka merupakan 

ujung tombak tindakan pemerintah dari upaya-upaya sebelumnya (Graham Denyer 

Willis, 2014).  

Sebelum kehadiran UPP, dalam skenarionya sebagian besar laporan 

masyarakat mengatakan bahwa terdapat organisasi perdagangan manusia yang 

mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kehadiran UPP, 
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keberadaan perdagangan manusia langsung dilarang dan dihentikan dari 

masyarakat. Garis besarnya untuk saat ini UPP dibutuhkan dalam masyarakat dalam 

menangani keamanan dan beberapa hal lainnya, seperti mengadakan program 

sosial, membantu dalam hal rujukan ke rumah sakit, pembelian obat-obatan, dan 

pasokan listrik. Hal-hal tersebut yang sebelumnya dikendalikan oleh organisasi 

perdagangan manusia (Goncalves, 2008) 

2.2.2. Kekerasan Bersenjata di Rio de Janeiro 

 Kepolisian federal yang beroperasi dibawah Kementerian Keamanan Publik 

merupakan aktor yang memainkan peran kecil dalam penegakan hukum rutin. 

Sebagian besar pasukan polisi berada dibawah kendali negara, ada dua unit dalam 

pasukan polisi negara bagian. Polisi sipil, yang bertugas melakukan investigasi 

peran, dan polisi militer, sebagai pemelihara hukum dan ketertiban (United States 

Department of State, 2018).  Sejarah penjajahan dan kediktatoran militer Brazil 

merupakan salah satu bentuk dari perampasan, pengucilan dan represi setelah lebih 

dari dua puluh tahun kediktatoran militer. Faktor-faktor tersebut merupakan 

beberapa jenis penyebab kekerasan dan kemiskinan Brazil. Akibatnya, banyak 

masyarakat yang pindah ke kota-kota untuk keluar dari kemiskinan dan menetap di 

pemukiman informal yang dikenal sebagai favelas. Hal ini memperburuk dan 

mengakibatkan ketidaksetaraan kekayaan yang ada, dan menjadikan kota Rio 

sebagai kota dengan penduduk miskin terbesar (Lydia Richardson, 2005). 

Program UPP mencapai puncaknya pada tahun 2014. Selama semester 

pertama, ketika Brazil bersiap menyambut pengunjung Piala Dunia, dua unit UPP 
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diresmikan, dan polisi yang didukung oleh Angkatan bersenjata menyerbu 

Kompleks Mare berpopulasi 130.000. Penyerbuan tersebut merupakan operasi 

kekerasan yang menewaskan enam belas orang. Pada Oktober 2016, 846 orang 

terluka atau terbunuh oleh peluru nyasar akibat aksi tembak-menembak antara UPP 

dan mafia narkoba (Barbassa, 2017).  

Ada beberapa faktor lain yang mendorong lonjakan baru-baru ini dalam 

kekerasan polisi. Pertama, banyak krisis politik dan ekonomi yang melanda Brazil 

dan Rio de Janeiro pada khususnya – berkontribusi pada lonjakan kejahatan dan 

pengurangan signifikansi dalam pengeluaran dalam keamanan publik. Anggaran 

keamanan publik negara bagian Rio de Janeiro dipotong lebih dari 30% pada tahun 

2016. Akibatnya, program inovatif-termasuk intervensi UPP terhenti. Moral polisi 

telah anjlok, sebagian karena mereka jarang dibayar tepat waktu. Ada serangkaian 

insiden kekerasan polisi yang mencolok di Rio de Janeiro selama beberapa tahun 

terakhir, sering direkam dalam video (Muggah, 2016).  

Ketika bukti pelanggaran beredar di media sosial, petugas menjadi kurang 

proaktif di lingkungan tinggi tingkat kekerasannya. Penduduk lokal menjadi kurang 

berminat untuk melaporkan kejahatan atau meminta bantuan polisi, dan seringkali 

mengambil keadilan ke tangan mereka sindiri (Muggah, 2016). Ketika otoritas 

publik mengetahui tentang pembunuhan seseorang sebagai akibat dari intervensi 

polisi (militer atau sipil), sebuah laporan insiden disusun untuk menggambarkan 

“pembunuhan yang dihasilkan dari intervensi polisi”, yang juga dapat disebut 

sebagai “perlawanan yang diikuti oleh kematian”. Dalam situasi ini, orang yang 

diketahui melakukan pembunuhan dan petugas kepolisian yang bersangkutan 
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mendaftarkan insiden tersebut dengan otoritas polisi sipil yang kompeten (Nilma 

Lino Gomes, 2018).  

Kasus-kasus “perlawanan yang diikuti oleh kematian” dicatat dalam 

laporan-laporan insiden administratif yang dibuat oleh polisi sipil, yang membuat 

klasifikasi pembunuhan oleh petugas polisi berdasarkan pembelaan diri petugas 

tersebut. Konsep hukum ini berasal dari masa kediktatoran militer (1964-1985), 

ketika penyikasaan, eksekusi diluar hukum, penghilangan paksa, penyembunyian 

jenazah, dan pemenjaraan ilegal adalah instrumen dari strategi negara yang 

dirancang untuk menekan perbedaan politik (Nilma Lino Gomes, 2018).  

 Program pemolisian komunitas menjadi sangat populer di Amerika Latin 

selama redemokratisasi antara 1980-1990an, ketika lembaga kepolisian berusaha 

membangun kembali legitimasi di belakang gagasan tentang polisi yang melayani 

pemerintah dan mengadopsi gagasan tentang polisi yang melayani warga negara, 

sebagai lembaga kewarganegaraan (Dammert, 2007). Konsep pemolisian 

masyarakat dan praktik UPP diperkirakan ada perubahan, karena keberadaan polisi 

yang terus menerus di favela mengubah kemampuan bersosialisasi dan 

berkontribusi pada pengurangan penembakan (Rodrigues R. , 2014). Ide dasar 

komunitas terhadap pemolisian adalah bahwa polisi harus bertindak sebelum 

kejahatan terjadi dan karena itu harus selalu ada di daerah dengan tingkat kekerasan 

tinggi (Riccio, 2013). 

2.3. Justica Global Organisasi Hak Asasi Manusia dan Penguatan Masyarakat 

Sipil di Rio de Janeiro 
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Justica Global merupakan organisasi hak asasi manusia non-pemerintah 

yang bekerja dalam perlindungan, promosi hak asasi manusia, penguatan dan 

demokrasi. Justica Global didirikan pada November 1999, dengan tujuan untuk 

mengecam pelanggaran HAM. Justica Global berfokus kepada proses perumusan 

kebijakan publik, berdasarkan pada hak-hak dasar, gender dan kesetaraan ras untuk 

mendorong penguatan institusi demokrasi dan menuntut jaminan hak bagi korban 

pelanggaran dan pembela HAM. Justica Global diorganisasikan ke dalam empat 

program tematik dan area administrasi, membentuk tim multidisiplin yang 

melakukan kegiatan dan mengartikulasikan strategi penelitian dan dokumentasi, 

litigasi, advokasi, komunikasi, juga pelatihan. Memajukan perlindungan dan 

promosi perjuangan HAM telah menjadi salah satu misi terpenting Justica Global 

(Justica Global, 2020).  

Secara historis di Brazil, hak asasi manusia biasanya dikaitkan dengan 

perjuangan untuk amnesti pada akhir 1970-an, saat disebut sebagai pembukaan 

demokratis negara. Pada saat itu, penegasan dan penaklukan hak-hak sipil dan 

politik dialami, dimakzulkan oleb kediktatoran sipil-militer. Saat kediktatoran di 

Brazil (1964-1985), hak asasi manusia dan pembela tidak terbatas pada bidang 

tindakan hak-hak sipil dan politik. Mulai tahun 1980-an proses-proses lain dari 

perjuangan untuk penaklukan, pengakuan dan penegakan jaminan hukum. Dalam 

konsep Justica Global saat ini, para pembela hak asasi manusia dianggap 

sepenuhnya, baik individu, kelompok, organisasi, masyarakat dan gerakan sosial 

yang bekerja dalam perjuangan untuk menghilangkan semua pelanggaran hak-hak 

dasar, kebebasan masyarakat dan individu (Justica Global, 2020). 
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Justica Global bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia non-pemerintah 

dan penguatan masyarakat sipil. Berfokus kepada proses perumusan kebijakan 

publik berdasarkan pada hak-hak dasar, gender, dan kesetaraan ras. Justica Global 

diorganisasikan ke dalam empat program tematik dan area administrasi, 

membentuk tim multidisiplin yang melakukan kegiatannya lalu mengartikulasikan 

strategi penelitian dan dokumentasi, litigasi, advokasi, komunikasi dan pelatihan. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti akan menganalisis beberapa kasus 

pelanggaran HAM yang terjadi di kota Rio de Janeiro dan ditangani oleh Justica 

Global (Justica Global, 2020). 

Justica Global bekerja hampir secara eksklusif untuk mempromosikan hak-

hak politik dan sipil, juga merupakan contoh yang bagus dari sebuah NGOs 

advokasi atau pencari fakta. NGOs atau LSM Hak Asasi Manusia memainkan peran 

penting dalam menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Kekuatan-

kekuatan ini menciptakan harapan bagi banyak orang yang memiliki hak tetapi 

dilanggar, organisasi-organisasi ini mencari kebutuhan masyarakat dan mencoba 

untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini akan mengarah kepada 

analisis bahwa NGOs sangat dipengaruhi oleh negara dan INGOs, meskipun 

demikian banyak NGOs yang bekerja sesuai dengan norma-norma dan menemukan 

solusi kreatif untuk suatu permasalahan (Daun, 2005). 

Justica Global (JG) adalah pemohon beberapa masalah sebelum sistem 

Inter-Amerika, dan telah mendaftarkan lebih dari 100 pengaduan ke mekanisme 

pertama Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika melawan Brazil, disahkan 

pada Juni 2002, merujuk pada petisi yang diisi oleh Justica Global. JG mendukung 
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peningkatan penggunaan mekanisme internasional melalui kursus intensif, 

pelatihan di tempat dan aksi bersama di tingkat internasional, dengan mitra local, 

LSM Brazil, dan dengan gerakan sosial. JG berupaya membantu dan melatih 

organisasi HAM Brazil setempat untuk mendapatkan akses ke badan-badan HAM 

internasional. Mendorong kesadaran dan dukungan internasional untuk organisasi 

hak-hak Brazil dan gerakan sosial, seperti menjamin keselamatan korban dalam 

kasus-kasus pelanggatan individual di hadapan badan internasional (Justica Global, 

2009). 

Justica Global (JG) yang dimaksud sebagai suatu organisasi atau jaringan 

dalam penelitian ini, harus memiliki strategi dalam berkampanye untuk 

mengembangkan ikatan dan perannya dalam mencapai tujuan. Strategi TANs, yang 

di mana itu adalah politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik 

akuntabilitas, merupakan dasar bagi Justica Global (JG) untuk mengembangkan 

peran dalam mencapai tujuannya (Margaret E. Keck, Activists Beyond Borders, 

1998).   

Justica Global (JG) memiliki beberapa program, yaitu: 

1) DHESCA (Direitos Humanos, Economicos, Sociais, Culturais e 

Ambientais). 

2) VISP (Violencia Institucional e Seguranca Publica). 

3) DEFENSORES (Defensores de Direitos Humanos).  

DHESCA, VISP, dan DEFENSORES merupakan program yang dibentuk 

oleh Justica Global. Program tersebut dikategorikan menjadi tiga bagian berbeda. 
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Setiap kategori memiliki fokus yang berbeda dalam permasalahan atau kasus yang 

diangkat. Ketiga kategori tersebut memiliki platform masing-masing dalam website 

JG itu sendiri, berdasarkan platform yang dibentuk oleh JG pada website mereka, 

program ini dibuat untuk mengkategorikan kasus atau permasalahan yang akan 

diangkat dan diterbitkan dalam berita (Justica Global, 1999).  

Kasus atau permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Lingkungan masuk ke dalam kategori DHESCA. Contoh kasus yang 

masuk ke dalam kategori DHESCA adalah; perampasan tanah untuk kepentingan 

ekonomi nasional seperti pertambangan dan pembangkit listrik, ketimpangan 

kebijakan terhadap kelompok masyarakat asli, konflik hak asasi manusia di wilayah 

Amazon dan pembabatan hutan yang dilakukan oleh pasukan milisi pedesaan pada 

saat pengambil alihan lahan adat di Brazil. Justica Global berpendapat bahwa pada 

saat ini kebijakan pemerintah Brazil pada saat ini kurang tegas dan penting untuk 

mengkorelasikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan 

budaya masyarakat asli (Justica Global, 1999). 

 Kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan Kekerasan Institusional 

atau Kelembagaan masuk ke dalam kategori VISP. Contoh kasus yang masuk ke 

dalam kategori VISP antara lain adalah; Kekerasan dalam sistem penjara yang ada, 

kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada komunitas masyarakat untuk 

mengatur ketertiban, keterlibatan militer dalam beberapa tindakan represif, 

eksekusi tanpa pengadilan, dan kekerasan yang terjadi di institusi keamanan Brazil 

lainnya. Justica Global menganggap bahwa pendataan kasus pelanggaran 
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kekerasan yang dilakukan oleh negara harus dilakukan dan dilaporkan (Justica 

Global, 1999). 

 Kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan Pembela Hak Asasi 

Manusia masuk ke dalam kategori DEFENSORES. Dalam DEFENSORES contoh 

kasus yang telah dilakukan oleh Justica Global antara lain adalah; Penanganan 

kriminalisasi yang dilakukan terhadap pembela hak asasi manusia, ancaman dan 

kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, dan laporan mengenai catatan hak 

asasi manusa di Brazil. Justica Global beranggapan pada saat ini ancaman 

terhadap pejuang HAM di Brazil masih banyak baik secara struktural dan aktual.  

Menurut Justica Global seluruh Platform ini dibentuk untuk mempermudah 

suatu berita yang dibuat dalam mengkategorikannya, dan pada saat berita-berita 

tersebut diterbitkan berdasarkan kategori di masing-masing platform, masyarakat 

atau siapapun yang membaca berita tersebut sudah mengetahui dasar dari kasus atau 

permasalahan itu sendiri. Pendataan secara administratif juga dianggap sangat 

membantu organisasi tersebut dalam menjalankan strategi menangani 

permasalahan HAM dengan bantuan masyarakat umum. (Justica Global, 1999).  

Strategi yang dilakukan oleh JG dibagi menjadi lima strategi tindakan 

terpadu dan semuanya diartikulasikan untuk memaksimalkan usaha yang 

dilakukan, pengaruh posisi, serta isi tuntutan kasus. Adapun strateginya ialah 

sebagai berikut: 

1) Penelitian dan Dokumentasi (Pemantauan kasus, pengumpulan 

informasi dan pembuatan laporan secara sistematis). Pembuatan laporan 
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tematik atau regional, pengumpulan informasi yang sistematis, 

pemantauan kasus-kasus emblematic, melaksanakan misi ditempat 

(penelitian lapangan dan wawancara langsung dengan korban 

pelanggaran HAM). 

2) Litigasi (Kinerja dalam sistem HAM antar-Amerika dari Organisasi 

Negara-negara Amerika (OAS) dan dalam sistem perlindungan Hak 

Asasi Manusia PBB). Pengajuan dan tindak lanjut petisi serta 

permintaan untuk tindakan pencegahan kepada OAS Inter-American 

Commission on Human Rights, kinerja dalam mendengarkan pendapat 

dari Komisi dan Pengadilan Inter-American, mengirim dan memantau 

laporan secara sistematis untuk prosedur khusus PBB, memberi 

pendapat kepada pelapor khusus tentang kunjungan ke Brazil, dan 

partisipasi di Dewan Hak Asasi Manusia dan komite tematik. 

3) Komunikasi (produksi teks dan konten audiovisual) mengecam 

pelanggaran dan tema yang berkontribusi pada promosi dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia Produksi teks, foto, bahan grafik, 

kampanye dan video tentang HAM, kontak langsung dengan jurnalis 

untuk menyarankan pedoman dan memberikan informasi, produksi 

bahan institusional, umpan situs web dan media sosial, dan dukungan 

untuk komunikasi gerakan sosial dan jaringan.  

4) Formasi (organisasi seminar, debat, lokakarya, dan kursus) melakukan 

seminar, lokakarya tentang akses ke mekanisme HAM internasional dan 

strategi perlindungan bagi para pembela HAM, produksi materi yang 
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mengungkapkan hak-hak masyarakat dan kelompok yang terkena 

dampak. 

Advokasi (artikulasi politik, partisipasi dalam jaringan dan pemantauan 

kebijakan publik tentang HAM). Kegiatan advokasi untuk pembangunan dan 

pemantauan kebijakan publik dan untuk penguatan infrastruktur pemerintah 

(program, komisi, rencana aksi, anggaran). Artikulasi politik dengan organisasi 

lokal, nasional, regional dan internasional. Partisipasi dalam jaringan, melakukan 

tindakan dan kampanye yang mendesak. Artikulasi nasional dan regional tentang 

HAM, pemantauan tindakan pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudisial) (Justica 

Global, 1999). 
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BAB III 

Upaya Justica Global Menggunakan Konsep Transnational Advocacy 

Networks 

Strategi Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) dalam analisisnya perlu 

dilakukan penekanan berupa peran politik organisasi-organisasi, terutama bentuk 

dan isi dari kampanye organisasi tsb. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, 

kampanye adalah kegiatan terkait strategi di mana anggota sebuah jaringan 

mengembangkan ikatan dan peran dalam mengejar tujuan bersama.  

3.1. Analisis Justica Global melalui Konsep Politik Informasi   

Politik informasi merupakan hal mendasar dalam suatu kampanye. Keck 

dan Sikkink berpendapat kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat 

dan efektif adalah “mata uang yang paling berharga”. Artinya, dalam hal ini Justica 

Global atau JG diharuskan dapat memanfaatkan organisasi-organisasi lain sebagai 

pemegang peran internasional yang sah. Politik informasi diharapkan untuk 

bertindak dalam dua bidang, mereka harus dapat diandalkan dan menarik perhatian. 

Maka dari itu, hal ini digunakan dalam konteks yang tepat waktu untuk meyakinkan 

publik dan pembuat kebijakan untuk bertindak, menggunakan fakta untuk memberi 

informasi dan komentar untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Dalam 

pengertiannya, framing adalah komponen penting sebagai peluang di mana kondisi 

yang paling kondusif dimanfaatkan untuk isu-isu yang digunakan ketika 

berkampanye (Margaret E. Keck, Activists Beyond Borders, 1998).  
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Dalam strategi JG, politik informasi masuk ke dalam strategi Penelitian dan 

Dokumentasi atau Litigasi. Hal ini merupakan pembuatan laporan tematik atau 

regional, pengumpulan informasi yang sistematis, pemantauan kasus-kasus, 

melaksanakan misi di tempat, penelitian lapangan, dan wawancara langsung dengan 

korban pelanggaran HAM, ditambah lagi dengan kinerja dalam sistem HAM dari 

Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), juga dalam sistem perlindungan HAM 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Justica Global, 2020). 

Melihat kasus ini, JG melakukan kecaman terhadap eksekusi kota-kota 

kumuh di Rio yang menerapkan konsep TANs. Politik informasi sebagai langkah 

pertama dalam strategi TANs yang dilakukan JG adalah pembuatan berita 

mengenai peningkatan kematian yang dilakukan oleh polisi negara bagian Rio de 

Janeiro. JG mengirim laporan kepada PBB untuk ringkasan eksekusi sewenang-

wenang atau ekstra-yudisial, di mana JG mengecam beberapa pelanggaran HAM 

yang dilakukan oleh negara Brazil (Fichinho, 2016). Dalam persiapan Piala Dunia 

2014, pelanggaran HAM terus terjadi oleh pihak keamanan di Brazil. Sejak 2013, 

pasukan polisi di Brazil membubarkan sebagian besar aksi damai secara paksa, 

termasuk penyalahgunaan senjata yang mengakibatkan ratusan orang terluka dan 

ditahan tanpa melalui proses pengadilan, termasuk jurnalis dan aktivis media 

(Amnesty Internasional, 2016).  

Justica Global dalam hal ini terus meneliti di bidang kekerasan institusional 

dan keamanan publik untuk keadilan global, pemantauan ini dilakukan untuk 

membahas tentang masa depan UPP yang dinilai melakukan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia di berbagai penjuru Rio de Janeiro. Justica Global terus menggunakan 
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skenario politik, dengan melalui penerbitan ulang wacana moralisasi dan peradaban 

dengan tindakan pemerintah yang menerapkan dispilin dan kontrol populasi 

wilayah melalui penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam militerisasi. Negara 

sedang memperbarui teknologinya untuk mengendalikan populasi kulit hitam, 

miskin dan kumuh, serta proyek UPP dapat dipahami sebagai salah satu dari 

pembaruan ini (Mario, 2014). 

Mengenai adanya baku tembak antara polisi dan masyarakat dan digunakan 

sebagai aspek positif dari UPP, penolakan terhadap pendekatan agresif dan keras 

oleh agen-agen polisi militer sering terjadi dalam konteks kekerasan ini. Cara ini 

hadir di favela sejak awal adanya UPP secara tidak langsung membentuk kerangka 

kerja penindasan, dan mengakibatkan berlanjutnya proses demonstrasi 

kiriminalisasi yang sudah lama. Banyak penduduk yang dijebak dengan alasan 

“penghinaan terhadap otoritas” atau “kejahatan ketidaktaatan” yang menghasilkan 

peningkatan jumlah penangkapan sewenang-wenang dengan ancaman hukuman 

penjara. Hal ini telah dilaporkan oleh Justica Global Group dan Kelompok Kerja 

PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, JG juga melaporkan kasus-kasus 

penganiayaan oleh agen-agen UPP. Penduduk yang menjadi korban penindasan 

melaporkan hal itu kepada media komunitas dan disiarkan baik melalui radio 

maupun surat kabar, juga dengan melakukan aksi gerakan sosial dari Favela dengan 

aktivitas yang terkonsolidasi di bidang pertahanan. Justica Global juga meminta 

perhatian terhadap beberapa perubahan signifikan dalam skenario kontrol dan 

penindasan ini sejak 2013, JG juga menekankan bahwa tindakan represif tersebut 
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telah ditandai oleh aktivitas UPP yang bukan bagian dari komposisi tugas asli 

militer (Mario, 2014).   

3.2. Analisis Justica Global melalui Politik Simbolik 

Jenis strategi kedua menurut Keck dan Sikkink adalah politik simbolik, jenis 

strategi ini muncul ketika peristiwa-peristiwa penting terjadi dan dibingkai sebagai 

simbol dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak hanya mengembangkan 

kesadaran audiensi, tetapi juga memperluas dasar-dasar advokasi jaringan. Karena 

itu, para aktivis menggunakan simbol, aksi atau cerita untuk memahami masalah 

dan memfasilitasi informasi menggunakan analogi (Blitt, 2004). Dalam hal ini JG 

biasanya menggunakan gambar-gambar yang dramatis dalam beritanya, dengan 

tujuan agar organisasi dan masyarakat lain baik nasional maupun internasional 

memiliki rasa kepedulian akan isu yang diangkat (Margaret E. Keck, Activists 

Beyond Borders, 1998).  

Strategi politik simbolik ini, atau dalam strategi JG sendiri adalah strategi 

Komunikasi. Strategi Komunikasi ini merupakan produksi teks, foto, bahan grafik, 

kampanye dan video tentang hak asasi manusia. Melakukan kontak langsung 

dengan jurnalis untuk menyarankan pedoman dan memberikan informasi, produksi 

bahan institusional, umpan situs web dan media sosial, dan dukungan untuk 

komunitas gerakan sosial jaringan. Artinya, JG menggunakan produksi teks dan 

konten audiovisual, dalam mengecam pelanggaran dan mengangkat tema yang 

berkontribusi pada promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Justica Global, 

2020).  
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Dalam hal ini berita atau informasi yang disampaikan menggunakan bentuk  

gambar atau video yang dapat dirasakan. Artinya, konten biasanya dibentuk dengan 

berupa  pengambilan gambar atau video pada saat suatu kejadian pelanggaran HAM 

terjadi, atau dengan mengilustrasikannya. desakan untuk mendemiliterisasi 

(Demilitarize), tidak hanya polisi tetapi juga masyarakat itu sendiri, adalah fokus 

dari seri video Justica Global yang diunggah di media Youtube dengan judul “O 

Estado Policial”. Gambar-gambar dan kesaksian dalam video tersebut 

dikumpulkan di Sao Paulo, Salvador dan Rio de Janeiro, dari 2013 hingga 2015. 

Melalui kerangka waktu inilah Justica Global berupaya menunjukkan bahwa 

pertumbuhan terus-menerus dilalui bersamaan dengan penindasan, kematian, dan 

pemenjaraan yang tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut lebih mengungkap 

implementasi proyek negara yang secara langsung mempengaruhi penduduk kulit 

hitam dan miskin, melalui hal tersebut menunjukkan bahwa pikiran dan tubuh 

mereka hidup dalam budaya ketakutan  untuk kemajuan militerisasi yang 

merupakan hasil dari kekerasan perkotaan (Global, Desmilitarize - O Estado 

Policial, 2017).  
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. 

(Sumber: https://www.livrofacil.net/estado-policial-como-sobreviver-

9788520013960/p) 

Video pertama yang diterbitkan oleh Justica Global dalam seri 

“Desmilitarize”, JG memperlihatkan bagaimana keadaan penduduk di Favela, JG 

mendokumentasikan kependudukan pertama dari komplek Favela Mare, dan 

bagaimana pemolisian masyarakat di Bahia, juga kinerja UPP yang dapat dikatakan 

berspesialisasi dalam kematian seperti di Rota, Sao Paulo. Justica Global lalu 

menerbitkan video dokumenternya yang kedua dari seri “Desmilitarize” dengan 

judul “Racismo e Estado”, JG memahami bagaimana struktur negara ditempa atas 

eksploitasi dan kematian populasi kulit hitam. Tidak hanya polisi, tetapi juga 

penuntutan dari seluruh sistem peradilan pidana yang beroperasi dalam logika 

dimana orang kulit hitam tidak dijamin atas kepemilikan hak-hak mereka. Contoh 

Gambar 1. Poster Film Estado Polical 

Salah Seri Demilitarie Justicia Global 

di Youtube. 

https://www.livrofacil.net/estado-policial-como-sobreviver-9788520013960/p
https://www.livrofacil.net/estado-policial-como-sobreviver-9788520013960/p
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kasus-kasus yang salah satunya dialami oleh seorang penduduk yang bernama 

Claudia Silva Ferreira, yang tubuhnya diseret oleh kendaraan Polisi Militer berkilo-

kilo meter jauhnya dijalan utama Rio de Janeiro, dan korban kekerasan institusional 

lainnya juga diingat dalam pesan yang bergema selama berabad-abad atas 

penindasan dan rasisme (Global, Desmilitarize Racismo E Estado, 2017).  

3.3. Analisis Justica Global melalui Politik Pengaruh  

Jenis ketiga adalah politik pengaruh atau leverage politics, ketika jaringan 

mendorong aktor yang lebih kuat untuk merubah kebijakan atau posisi mereka. 

Leverage politics terjadi biasanya antara aktivis dan pemerintah, lembaga keuangan 

atau aktor swasta lainnya. Agar efektif, NGOs atau disini adalah JG, perlu 

meningkatkan status mereka melalui politik informasi dan politik simbolik terlebih 

dahulu, karena organisasi atau aktor yang lebih menonjol lebih mungkin untuk 

berhasil dilobi dalam mencapai perubahan politik. Legitimasi mereka pun 

tergantung pada reputasi mereka sebagai penyedia keahlian yang objektif dan 

informasi yang dapat diandalkan.  

Kerjasama Justica Global, Amnesty International, Jaringan Komunitas dan 

Gerakan Menentang Kekerasan, dan Pusat Pertahanan Hak Asasi Manusia di 

Petropolis, menjadi salah satu contoh dalam konsep ini. Melalui politik pengaruh 

Justica Global juga mendapatkan bantuan dari Amnesty International dalam 

melakukan lobi ke pemerintah dalam pembuatan beberapa kebijakan dalam 

mereduksi kekerasan terhadap HAM, terutama terkait permasalahan yang 

dilakukan oleh UPP (Lindert & Troost , 2014). 
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 Kerjasama lain yang dilakukan oleh Justica Global dalam memulai 

kampanye internasional menentang penggunaan kekerasan oleh polisi Rio de 

Janeiro menggunakan kendaraan lapis baja seperti caveirao di komunitas miskin 

kota. Kampanye ini akan diluncurkan secara bersamaan di Rio de Janeiro dan 

London, presentasi resmi kampanye di Rio akan berlangsung pada pukul 11 pagi di 

markas Dewan Regional unutk Pekerjaan Sosial di Rua Mexico. Pada pukul 3 sore, 

berbagai organisasi berkumpul di depan Balai Kota Rio de Janeiro di Cinelandia 

untuk mengumpulkan tanda tangan para penduduk korban penggunaan kendaraan 

lapis baja caveiro oleh polisi Rio de Janeiro. Dalam operasi yang dilakukan 

menggunakan kendaraan lapis baja caveiro lainnya, polisi membuat ancaman 

psikologis dan fisik kepada penduduk untuk mengintimidasi masyarakat secara 

keseluruhan (Justica Global, 2006).  

Polisi memiliki hak yang sah untuk melindungi diri mereka saat bertugas, 

tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang dilayaninya. 

Pemolisian yang agresif telah mengakibatkan penderitaan besar bagi komunitas 

miskin Rio, serta hilangnya kepercayaan mereka pada kemampuan negara untuk 

mempertahankan dan menjamin keamanan. Untuk organisasi yang 

mempromosikan kampanye ini, caveirao adalah simbol kelemahan dalam 

kebijakan kemanan publik Rio de Janeiro. Keamanan tidak akan pernah tercapai 

melalui kekerasan dan intimidasi, kebijakan keamanan publik yang inklusif 

berdasarkan teknik penelitian dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia harus 

diperkenalkan tanpa penundaan (Justica Global, 2006). 



 

51 
 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dalam pemindahan keluarga 

dari kawasan Vila Autodromo, telah membuat Justica Global meminta PBB untuk 

memantau situasi penduduk serta proses urbanisasi saat ini yang telah dijanjikan 

oleh kota Rio de Janeiro. Masyarakat yang terletak di sebelah taman Olimpiade 

telah menghadapi upaya penghapusan selama beberapa dekade, dengan alasan 

tempat itulah bagian utama dari penyelenggaraan Olimpiade. Dalam kasus itulah, 

Justica Global meminta agar Pembela Hak Asasi Manusia dan Hak Perumahan 

bertindak untuk memastikan bahwa warga memiliki hak-hak yang harus mereka 

hormati, selain menggunakan dua jaringan organisasi tersebut Justica Global juga 

memanfaatkan aktor negara dalam membawa isu ini ke PBB berdasarkan laporan 

yang mereka buat pada tahun 2015 berdasarkan comment of recommendation 

negara-negara lain. (Justica Global's, 2015)  

. Jumlah keluarga yang dipindahkan beserta dengan prosesnya disorot dan 

dilaporkan melalui dokumen yang dikirim ke PBB, dilaporkan bahwa bagaimana 

seluruh proses penghapusan tidak dibenarkan, melihat dari hampir 600 keluarga 

yang ada di wilayah tersebut, hanya lebih dari 20 keluarga yang telah menerima 

janji urbanisasi dari Balai Kota. Laporan tersebut menyoroti dengan tepat akibat 

dari ketidakamanan yang dibuat kepada masyarakat dengan berbagai upaya 

pemindahan yang dilakukan oleh Walikota, seperti salah satunya kasus Maria de 

Penha Macena yang saat ini tinggal di gereja dan bergantung kepada komunitas 

setelah rumahnya dihancurkan, Maria de Penha menjadi sasaran agresi oleh penjaga 

kota pada 2015 (Justica Global, 2016).  
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           (Sumber: https://www.gettyimages.com/photos/maria-da-penha-macena)   

3.4. Analisis Justica Global melalui Politik Akuntabilitas   

Jenis strategi yang keempat atau terakhir adalah, politik akuntabilitas yang 

merupakan pemantauan janji-janji yang dibuat oleh negara. Politik akuntabilitas 

memungkinkan anggota jaringan advokasi transnasional untuk mengambil 

keuntungan dari posisi sebelumnya, komitmen yang dibuat oleh negara digunakan 

sebagai cara mendefinisikan perbedaan wacana mereka dan mempromosikan  

kewajiban mereka atau memastikan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini 

mengartikan bahwa aktor pendukung JG, dalam hal ini harus ikut serta dalam 

pemantauan atau mengupayakan kebijakan yang telah dinyatakan negara apabila 

tidak sesuai dalam pelaksanaannya (Margaret E. Keck, Activists Beyond Borders, 

1998). 

Gambar 2. Maria Da Penha Macena Berkampanye Memperjuangkan Hak Perumahan-nya 

yang Tergusur Akibat Komplek Olimpiade. 

https://www.gettyimages.com/photos/maria-da-penha-macena
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Keefektifan kampanye tergantung pada isu-isu penting yang diangkat. 

Misalnya, banyak topik yang tidak dapat mencapai status yang memadai untuk 

dimanfaatkan oleh jaringan. Hal itu terjadi karena masalah yang dapat dikaitkan 

dengan tindakan yang disengaja dari individu, dapat diidentifikasi memiliki lebih 

banyak potensi untuk dipilih dalam kampanye karena penyebab yang sangat 

struktural dan sulit untuk dijelaskan. Kampanye juga dapat bergantung pada 

karakteristik aktor (apabila mereka rentan terhadap kendala moral dan material), 

serta pada seberapa kuat jaringan itu sendiri (Schmitz, 2010). 

Sebelas orang yang telah membahayakan hidup mereka dan dikriminalisasi 

karena membela hak-hak mereka hal ini merupakan bagian dari kampanye 

pemilihan Linha de Frente sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang akan 

diluncurkan di Rio de Janeiro di wilayah Pico do Santa Marta. Tujuan Justica 

Global mengenai hak tanah dan pembela garis depan yang juga mempromosikan 

inisiatif ini, adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran yang 

ada secara sistematis hak-hak di negara tersebut. Indianara Siquera dan Vitor Lira 

adalah dua pembela yang lintasan militansinya dilaporkan dalam kampanye, 

Indianara Siqueira adalah pemimpin kelompok Transrevolucao, perwakilan 

wilayah tenggara di RedTrans Brazil yang berafiliasi dengan RedLac Trans di 

Amerika Latin dan Karibia, juga sebagai penasihat parlemen untuk wakil federal 

Jean Wyllys. Mengacu pada gerakan LGBT dan Transfeminis yang berbeda-beda, 

ia memperjuangkan pertempuran keadilan karena memprotes dengan cara-cara 

yang tidak lazim sehingga pemerintah Brazil mengakui dan menghormati hak-hak 

orang transfeminis, mereka juga mengecam bahwa laki-laki dan perempuan tidak 
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setara dihadapan hukum, karena perempuan lebih dikriminalisasi. Karena aktivitas 

itu, Indianara telah diancam beberapa kali dan telah mengalami upaya pembunuhan 

(Dias, 2014). 

Vitor Lira yang merupakan penduduk di puncak Santa Marta dan termasuk 

kedalam daerah kumuh bersejarah di lingkungan Botafogo, wilayah selatan Rio de 

Janeiro. Daerah tersebut merupakan salah satu kawasan dengan pemandangan 

paling indah di kota sejak 2006, akan tetapi pemerintah negara bagian telah 

berusaha untuk menghapusnya. Setelah itu, akibat dari pembentukan UPP pada 

tahun 2008, militerisasi dan kontrol kehidupan sehari-hari kepada penduduk 

meningkat tanpa adanya peningkatan kualitas layanan publik yang ditawarkan 

kepada penduduk, seperti yang dijanjikan. Penempatan UPP di wilayah tersebut 

juga mengakibatkan adanya tindakan represif dari aparat keamanan tersebut. 

Sebuah kelompok yang dipimpin oleh Vitor di Komite Warga do Santa Marta 

mengorganisir untuk mempertanyakan niat pemerintah sebenarnya untuk 

memindahkan mereka dari daerah tersebut. Sejak 2011, serangkaian kegiatan telah 

dilakukan terhadap pemindahan 150 keluarga untuk urbanisasi tempat itu (Dias, 

2014). 

Partisipasi Indianara Siqueira dan Vitor Lira dengan cara meluncurkan 

kampanye di Rio de Janeiro, akan memiliki tema utama hak tubuh seseorang dan 

hak atas perumahan.  Kegiatan itu akan mencakup obrolan dengan pembela Hak 

Asasi Manusia dan media-media yang akan memamerkan video dan foto tentang 

perjuangan dan program tersebut. Kampanye itu membahas tentang kasus pembela 

Hak Asasi Manusia, memulihkan perjuangan politik yang merasuki kehidupan 
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mereka dan komunitas mereka. Berasal dari berbagai bagian wilayah nasional, 

mereka memiliki konfrontasi dalam tema yang berbeda, pelanggaran terbaru 

dengan mengadakan acara besar di negara itu dilaporkan dan dialami oleh Vitor 

Lira dari Rio de Janeiro, May Debora Silva dari Sao Paulo dengan mengingat 

kekuatan dan perjuangan para korban korban kekerasan polisi di pinggiran kota-

kota Brazil, juga kesulitan dan konfrontasi perjuangan LGBT yang dibesarkan oleh 

Indianara Siqueira dari Rio de Janeiro dan Marcio Marins dar Parana (Dias, 2014). 

(Sumber: https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/campanha-de-

defensores-de-direitos-humanos-realiza-acao-em-curitiba/14758) 

3.5 Analisis Implementasi Justica Global berdasarkan Transnational Advocacy 

Network 

 Berdasarkan buku Margaret E. Keck disebutkan bahwa ada lima kondisi 

dala implementasi Transnational Advocacy Network, berdasarkan analisis saya 

yang upaya yang dilakukan oleh Justica Global masuk ke dalam kondisi issue 

creation and agenda setting. Justica Global berupaya sedari awal dengan 

mengumpulkan informasi pelangaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah 

Brazil, lalu melakukan dokumentasi dan kampanye, melalui konten audio visual 

Gambar 3. Poster Kampanye Pembela Hak Asasi Manusia yang Digerakan oleh Indianara 

Siqueira dan Vitor Lira.  

https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/campanha-de-defensores-de-direitos-humanos-realiza-acao-em-curitiba/14758
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/campanha-de-defensores-de-direitos-humanos-realiza-acao-em-curitiba/14758
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mengenai pelanggaran HAM yang ada, lalu menggunakan jaringannya untuk 

mengangkat isu HAM yang ada di Brazil dan berupaya untuk memberi tahu dunia 

Internasional (Margaret E. Keck, Activists Beyond Borders, 1998).  

 Isu yang diangkat oleh Justica Global telah berhasil masuk ke dalam 

UNHRC. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

UNHRC terhadap pemerintah Brazil dan tanggapan negara-negara lain terhadap 

implementasi kebijakan itu, negara yang memberikan tanggapan yaitu, Korea 

Selatan, Spanyol, Denmark, Serbia dan beberpa negara lainnya (Justica Global's, 

2015). 
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BAB IV 

 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

 

Brazil merupakan salah satu negara terbesar yang ada di Amerika Latin, 

negara tersebut beberapa kali ditunjuk sebagai tuan rumah Mega events pada 

beberapa tahun kebelakang ini. Brazil melakukan upaya untuk memberantas 

kejahatan yang ada demi acara-acara besar tersebut, sebagai salah satu negara yang 

besar di Amerika Latin tingkat kriminalitas sangatlah tinggi, hal ini disebabkan oleh 

peningkatan tingkat kemiskinan negara tersebut. Tingkat pembunuhan di Brazil 

merupakan salah satu paling kejam di dunia, kelompok kejahatan terorganisir 

menjadi salah satu aktor penting dalam kriminalitas yang ada, letak geografis 

negara itu yang strategis menjadikan tempat transit istimewa narkoba dan obat-

obatan terlarang dari Amerika Selatan bahkan hingga Afrika dan Eropa. 

Narkoba sebagai salah stau penyebab kriminalitas di Brazil membuat 

pemerintah negara tersebut melakukan kebijakan war on drugs dalam mengatasi 

perdagangan narkoba melalui metafora perang, hal ini menyebabkan pihak 

kepolisian di negara itu mendapat banyak kritikan karena kekerasan, penyiksaan 

dan pembunuhan yang sewenang-wenang. Analisa saya melihat peran NGOs 

Justicia Global dalam membantu masyarakat Brazil mengadvokasi masyarakat 

dalam menegakkan pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sana, sebagai 

lembaga pencari fakta organisasi ini memainkan peran penting dalam membantu 

mengumpulkan data-data serta sebagai harapan bagi masyarakat Brazil dalam 

melawan tindakan pelanggaran HAM.  
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Rio de Janeiro sebagai salah satu kota terbesar di Brail memiliki 

ketimpangan masyarakatya sangat mencolok, hal ini dapat dilihat dengan hampir 

setengah populasi di kota itu berada di tingkat ekonomi rendah sehingga 

mengakibatkan sebgaai kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Brazil. 

Angka penduduk miskin yang tinggi mengakibatkan tingginya angka kriminalitas 

kota tersebut. Pemerintah Brazil dalam menyelenggarakan mega events 

mengeluarkan konstitusi UPP yaitu petugas keamanan yang ditugaskan 

mengamankan kota dan mengurangi angka kejahatan. Di balik suksesnya 

penyelenggaraan Piala Dunia dan Olimpiade Brazil, pemerintah negara tersebut 

melakukan penggusuran untuk membangun real estate dan komplek olahraga 

sehingga mengakibatkan bentrokan antar polisi dan warga. Rio de Janero dalam 

mengatasi permaslahaan narkoba menurunkan aparat keamanan tambahan seperti 

polisi dan militer namun tingkat kepercayaan warga masih rendah, karena banyak 

dari mereka yang beranggapan ini bersifat politis. 

Program UPP yang dijalankan telah menempuh jalan panjang untuk 

mencapai tujuannya meningkatkan keamanan di favela. Namun masyarakat 

melaporkan bahwa tingkat kriminalitas masih ada dan malah meningkatkan tensi 

antara masyarakat dengan kepolisian, karena adanya anggapan program ini 

pengekangan masyarakat selama acara berlangsung. Banyak anggota UPP yang 

dianggap melakukan kekerasan dan pemerasan terhadap masyarakat favela, alih-

alih meningkatkan keamanan demi masyarakat namun UPP hanya mementingkan 

pengamanan publik untuk tindakan militer yang memperkuat ekspansi ekonomi. 

Posisi UPP dala memberantas kejahatan sudah terlaksanakan beberapa namun 
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angka kekerasan masih ada di favelas yang disebabkan oleh program itu cukuplah 

besar, kurangnya proaktif petugas dalam pengamanan wilayah juga menambah 

stigma negatif program tersebut tersebut. 

Justica Global merupakan salah satu NGOs yang terlibat dalam membantu 

masyarakat Brazil dalam menghadapi kekerasan yang telah dilakukan oleh aparat 

keamanan negara itu, memajukan perlindungan dan promosi HAM menjadi slaah 

satu misi penting organisasi tersebut. Justica Global membantu beberapa organisasi 

HAM Brazil untuk membangun relasi yang cukup kuat dengan dunia luar dalam 

mendorong dunia internasional untuk mendukung hak-hak sipil masyarakat negara 

itu dalam menjamin keselamatan korban dalam kasus-kasus pelanggaran individu 

di hadapan internasional. 

Analisa saya melihat upaya Justica Global menggunakan strategi Jaringan 

Advokasi Transnasional (TAN), pada konsep tersebut disebutkan bahwa peran 

politik organisasi dalam kampanye mereka. Pada konsep TAN menggunakan empat 

cara dalam strategi Jaringan Advokasi Transnasional yaitu; politik informasi, 

politik simbolik, politik pengaruh dan akuntabilitas. Justica Global dalam 

melaksanaka tugasnya membagi tiga program yaitu; DHESCA (Hak Asasi 

Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan), VISP (Kekerasan 

Institusional dan Keamanan Publik), dan DEFENSORES (Pembela Hak Asasi 

Manusia). Justica Global dalam melaksanakan kampanye mereka menggunakan 

lima strategi yaitu: Penelitian dan Dokumentasi, Litigasi, Komunikasi, Formasi dan 

Advokasi. 
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Pada analisa saya menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional, 

dalam proses politik informasi Justica Global telah melaksanakan pembuatan berita 

mengenai kekerasan kepolisian kepada masyarakat. Pada saat melihat strategi 

Justica Global melalui politik simbolis dengan memberikan informasi lebih lanjut 

kepada masyarakat dengan kampanye menggunakan audiovisual mengecam 

pelanggaran dan mempromosikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada strategi 

leverage politic, Justica Global telah membangun kerja sama dengan organisasi 

internasional yang berkaitan dengan HAM untuk menekan pemerintah dalam 

pembuatan undang-undang yang berkaitan menentang penggunaan kekerasan oleh 

polisi di Rio de Janeiro. Strategi terakhir yang digunakan oleh Justica Global adalah 

politik akuntabilitas dalam melihat pemenuhan janji pemerintah dalam komitmen 

yang sebelumnya telah dibuat oleh pemerintah. Melihat keberhasilan strategi 

jaringan advokasi transnasional berdasarkan boomerang pattern yang menjadi 

dasar konsep ini penulis melihat Justica Global memiliki pengaruh yang cukup kuat 

dalam mereduksi tindakan represif pemerintah dan mendapat perhatian dunia 

internasional melalui rekomendasi yang ada dari UNHCR dengan mengangkat isu 

HAM yang ada di Brazil ke dunia internasional. 

4.2. Saran dan Rekomendasi 

 

 Dalam kesimpulan di atas, penelitian ini secraa spesifik melihat peran 

Justica Global dalam kasus pelanggaran HAM di Rio de Janeiro, dengan 

menggunakan konsep Transnational Advocacy Network. Penulis menyadari bahwa 

penilitian ini masih banyak kekurangan, sehingga sebagai tindak lanjut penelitian 
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ini, saya sebagai penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya, terkait apa saja tentang peran dunia internasional dalam kasus HAM di 

Brazil.Mengingat bahwa UNHCR memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

memberi masukan terhadap Brazil dalam menangani kasus pelanggaran HAM di 

negara itu. 
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